
Abstrak 

 

Partisipasi politik digital, atau clicktivism, sering diperdebatkan 

efektivitasnya dalam memengaruhi kebijakan publik, dengan sebagian kritik 

menganggapnya sebagai slacktivism yang dangkal. Penelitian ini menganalisis 

bagaimana praktik clicktivism di media sosial menjadi bagian integral dari proses 

agenda setting kebijakan pengembangan Kawasan Kayutangan Heritage di Kota 

Malang. Studi ini berfokus pada bagaimana framing (pembingkaian) isu oleh publik 

di ruang digital diinterpretasikan dan direspons oleh pemerintah daerah, sehingga 

mampu menggeser prioritas kebijakan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Data diperoleh melalui analisis konten media sosial Twitter/X selama 

periode 2020-2022 dan wawancara mendalam dengan para pembuat kebijakan di 

Pemerintah Kota Malang framing dari Robert Entman untuk membedah wacana 

publik digital dan kerangka empat tahap agenda setting  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa clicktivism dalam kasus 

Kayutangan bukanlah sekadar aktivisme simbolis, melainkan sebuah mekanisme 

pengawasan publik yang efektif. Kritik publik di media sosial berevolusi dari isu 

fungsional-teknis pada tahun 2020 (kemacetan, banjir, konsep heritage yang 

dangkal), menjadi isu manajerial pada tahun 2021 (kebijakan lalu lintas dan parkir 

yang tidak terintegrasi), hingga mencapai puncaknya pada isu etis dan struktural 

pada tahun 2022 (dugaan mark-up anggaran). Tekanan publik digital ini secara 

nyata memengaruhi seluruh tahapan agenda setting: (1) menjadi kanal utama dalam 

pendefinisian masalah (problem definition); (2) memicu diskusi internal dan 

menjadi input dalam perumusan usulan kebijakan (proposal agenda); (3) menjadi 

kekuatan tawar yang memaksa pemerintah merevisi desain, memperbaiki 

spesifikasi teknis, hingga membatalkan kebijakan (bargaining agenda); dan (4) 

mendorong lahirnya tata kelola adaptif melalui sistem monitoring dan SOP baru 

(continuing agenda). Penelitian ini menyimpulkan bahwa clicktivism telah 

mendemokratisasi proses agenda setting di tingkat lokal dengan mempercepat 

siklus umpan balik kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.    
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Abstract 

 

The effectiveness of digital political participation, or clicktivism, in 

influencing public policy is frequently debated, with some critics dismissing it as 

superficial slacktivism. This study analyzes how the practice of clicktivism on 

social media became an integral part of the policy agenda-setting process for the 

development of the Kayutangan Heritage Area in Malang City. This study focuses 

on how the public's framing of issues in the digital sphere is interpreted and 

responded to by the local government, thereby shifting policy priorities. 

This study employs a qualitative approach with a case study method. Data 

were collected through content analysis of the social media platform Twitter/X from 

2020 to 2022 and in-depth interviews with policymakers in the Malang City 

Government. The analysis utilizes Robert Entman's framing model to dissect digital 

public discourse and a four-stage agenda-setting framework. 

The findings indicate that clicktivism in the Kayutangan case was not 

merely symbolic activism but rather an effective mechanism for public oversight. 

Public criticism on social media evolved from functional-technical issues in 2020 

(e.g., traffic congestion, flooding, a superficial heritage concept) to managerial 

issues in 2021 (e.g., unintegrated traffic and parking policies), culminating in 

ethical and structural issues in 2022 (e.g., allegations of budget mark-ups). This 

digital public pressure tangibly influenced all stages of agenda-setting by: (1) 

serving as the primary channel for problem definition; (2) triggering internal 

discussions and providing input for policy proposals (proposal agenda); (3) acting 

as a bargaining force that compelled the government to revise designs, improve 

technical specifications, and even cancel policies (bargaining agenda); and (4) 

fostering the emergence of adaptive governance through new monitoring systems 

and standard operating procedures (continuing agenda). This study concludes that 

clicktivism has democratized the local-level agenda-setting process by accelerating 

the policy feedback cycle and enhancing government accountability. 
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